
BABI 

PENDARULUAN 

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata 

dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam 

kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua 

golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk 

menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat 

memusatkan scgala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan 

kepadanya 

Sejarah Indonesia telah membulctikan bahwa betapa besarnya kedudukan dan 

peraoan Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan kebijakan kehidupan bangsa dan 

Negara Republik Indonesia Tercinta ioi. Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang 

punggung pcmerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk 

meocapai tujuan nasional seperti telah dian1anatkan dalam pembakaan UUD 1945, 

yanu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan urnum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

oelaksaoakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 
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Hal tersebut sudah tampak pada waktu permulaan kemerdekaan, bahwa di 

mana pada waktu itu kelihatan pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah 

pendudukan Jepang tidak mewarisi tenaga-tenaga terlatih atau tenaga-tenaga 

pimpinan yang dapat berfungs1 dalam pemerintahan segera setelah merdeka 

Tujuan Nasional Negara kita telah dicantumkan dengan tegas dan jelas dalam 

pembukaan UUD 1945, yang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui 

pembangunan nasional yang direncanakan secara terarah dan realitas serta 

dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, jujur, berdaya guna dan berhasil guna. 

Kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pcmbangunan 

nasional terutama bergantung pada kesempumaan aparatur Negara, kesempurnaan 

Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, Negara dan pemenntah yang bersatu-padu benncntal baik, d1siplin dan 

berdedikasi yang tinggi, berdaya guna dan berhasil guna, berkuahtas tinggi dan sadar 

aK3n tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi 

masyarakat dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas­

tugas pembangunan.1 

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana d1maksud di atas, 

ma1.a Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran 

p!'!lyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan tugas-tugas pembangunan, dalam 

n:::,;"3 mewujudkan masyarakat yang adiJ dan makmur berdasarkan Pancasila. 

��-= atu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
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Namun sering dipennasalahkan, apakah aparatur Negara kita yaitu Pegawai 

Negeri Sipil sudah benar-benar menjadi aparatur Negara yang baik, bersih, dan 

berwibawa dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, karena akbir­

akhir ini sejwnlah Pegawai Ncgeri Sipil yang menjadi peJabat pemerintah akibat 

dalam berbagai kasus dan pelanggaraan tcntang tidak mentaati ketentuan jam kerja 

hingga sampai menjadi anggota partai politik, sehingga diberhcntikan baik dengan 

hormat maupun tidak dengan hormat. 

Tetapi tidak berarti semua aparatur Negara itu tidak baik, karena masih cula1p 

banyak aparatur Negara kita yang terdiri dari insan-iosan Indonesia yang sungguh­

sungguh ingin membenkan sumbangsih yang sebaik-baiknya bagi kemajuan dan 

kejayaan Negara. 

Pegawai Negeri Sipil perlu bersikap professional dan nctral di dalam setiap 

menjalankan tugasnya. Untuk itu pula, Pegawai Negeri Sipil harus memahami, 

menghayati, dan menjalankan seluruh pera1uran perundang-undangan tentang 

kepegawaian yang berlaku Apab1la seorang atau lebib Pegawai Negeri Sipil dalam 

menjalankan aspirasinya., berpart1sipas1 ataupun menyalurkan hak suaranya dalam 

sebuah partai politik, maka hak Pegawai Negeri Sipil tersebut dilindungi oleh hukurn 

yang berlaku di Republik Indonesia. Namun demikian, agar terciptanya kinerja atau 

disiplin Pegawai Ncgcri Sipil yang professional dan tidak memihak, make Pegawai 

Negeri Sipil harus berjiwa besar untuk menanggalkan atribut Pegawai Negeri Sipil­

nya atau lebih tegas Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari instansi tempat 

dia bekerja. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil karena masuk dan menjad1 angota partai politik. 
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Apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1980 JO 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil ( selanjutnya disingkat PP 30/1980 dan PP 53 Tahun 2010, dan sehagai 

petunjuk pelaksana (Juklak) dari PP 30/1980 ini, Sadan Admirustrasi Kepegawaian 

Negara ( BAKN) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/SE/1980 tanggal 20 

Oktober 1980. Namun, peraturan tersebut tidak secara khusus mcngatur tentang 

pennberbentian Pegawai Negeri Sipil.2 

Selanjutnya Pcraturon Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Ncgcri Sipil (selanjutnya disingakt PP 3211979), merupakan 

peraturan yang lebih lchusus mcngatur tentang tindak lanjut dan peraturan perundang-

undangan disiplin Pegawai Negen Sipil, baik tentang Pegawai Negcri Sipil yang 

diberheotikan dengan honnat maupun dengan tidak hormat. Pemberhentian Pegawai 

Ncgeri Sipil dapat teradi karena pelanggaran disiplin maupun karena hal-hal lain 

seperti diatur dalam PP 32/ 1979. 

Pemberhentian Pcgawai Negen Sipil menurut pasal I huruf a PP/3211979, " 

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang 

mengakibatkan yang bcrsangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri 

S .. , .. 3 1p1 • 

Pegawai Negeri Sipil dapat juga mempunyai jabatan negeri di lingkungan 

kerjanya. Jabatan negen juga dapat diberhentikan dari si Pegawai Ncgeri tersebul 

Menurut pasal I huruf b PP/32/1979, " pemberbentian dari jabatan negcri adalah 

1 r.-njelasan Perarursn Pemerintah Nomor 30tahun 1980 Jo PP No.SJ Tahun 2010 Tcntang Oasipilin Pegawai 
.• e<i Sipil 

Pm1elasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemeberbentian Pcgawai Negeri Sipil 
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pemberbentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekel)a lagi pada suatu 

satuan organisasi Negara, tetapi mas1h tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil". 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegns melarang Pegawai 

Negeri Sipil menjadi anggota partaJ politik dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2004 ditetapklln larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Pengurus 

Partai Politik. mengakhiri kontroversi tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam politik (pasal 3 (2) dan pasal 3 ayat (3) UU 43/1999) UU dan PP tersebut 

membolehkan Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan hak politiknya (memilih) 

dalam pemilu, tapi tidak membolehkan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota atau 

pengurus pana1. Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil dilarang berpolitik praktis 

sementara mereka masih menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini dinilai 

memberikan pengaruh positif terhadap birokrasi karena relatir berhasil membatasi 

kcterlibatan Pegawai Negeri Siptl dalam politik. 

Secara umum Pegawai Negeri Sipil yang menjadt anggota atau pengurus partai 

politik dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak honnat. Oleh karena 

1tu, setiap Pcgawai Negeri Sipil harus mengetahui peraturan perundang-undangan 

yang berlaku khususnya tentang larangan Pegawai Negeri S1pil menjadi anggota 

partaJ politik I Ia! itu perlu, agar Pegawa1 Negeri Sipil sadar betul posisinya dalam 

menyalurkan hak suaranya ataupun hak politiknya. 

A. Pengertian Dan Penegasao Judul 

Sebelum dilanjutkan pembahasan dalam skripsi ini, make perlu kiranya 

terleb1h dahulu penulis kemukakan pengertian-pengertian serta penegasan judul untuk 
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